REPUBLIK INDONESIA

No.370, 2018 KEMENHUB. Subsidi Penyelenggaraan Angkutan

Barang di Laut. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 22 TAHUN 2018
TENTANG

KOMPONEN PENGHASILAN DAN BIAYA YANG DIPERHITUNGKAN

Menimbang:

Mengingat

DALAM KEGIATAN SUBSIDI PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN BARANG DI LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk
Angkutan Barang di Laut, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perhubungan tentang Komponen Penghasilan dan Biaya yang
Diperhitungkan dalam Kegiatan Subsidi Penyelenggaraan

Angkutan Barang di Laut;

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang
Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3929);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang
Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4227);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5731);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di
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Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5208);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5884);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk
Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal,
Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan
Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
9606);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga

atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189
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Menetapkan

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun
2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas
Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 968);

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan
Publik untuk Angkutan Barang di Laut (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
KOMPONEN PENGHASILAN DAN BIAYA YANG
DIPERHITUNGKAN DALAM KEGIATAN SUBSIDI
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang adalah semua jenis komoditas termasuk
ternak yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal.

2. Kompensasi adalah kewajiban Pemerintah untuk
membiayai penyelenggaraan pelayanan publik untuk
angkutan barang di laut yang besarannya selisih
antara biaya produksi dengan tarif yang ditetapkan
oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai
kewajiban pelayanan publik.

3. Biaya Produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan
oleh perusahaan angkutan laut nasional dalam
melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pelayanan

publik untuk angkutan barang di laut berdasarkan
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komponen biaya yang ditetapkan dalam Peraturan
Menteri ini.

4. Biaya Tetap adalah biaya yang dikeluarkan oleh
perusahaan angkutan laut nasional untuk membiayai
pengeluaran yang bersifat tetap dan tidak dipengaruhi
masa kapal berlayar maupun di pelabuhan.

5. Biaya Tidak Tetap adalah biaya yang dikeluarkan oleh
perusahaan angkutan laut nasional untuk membiayai
pengeluaran yang bersifat tidak tetap dan dipengaruhi
oleh masa kapal berlayar maupun di pelabuhan.

6. Anak Buah Kapal selanjutnya disingkat ABK
adalah awak kapal selain nakhoda atau pemimpin
kapal.

Menteri adalah Menteri Perhubungan.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal

Perhubungan Laut.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini
meliputi komponen penghasilan dan biaya yang
diperhitungkan dalam kegiatan subsidi penyelenggaraan
angkutan Barang di laut melalui mekanime penugasan dan

pemilihan penyedia jasa lainnya.

Pasal 3

Subsidi penyelenggaraan angkutan Barang di laut

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. subsidi penyelenggaraan angkutan Barang di
laut merupakan selisih antara biaya pengoperasian
kapal Barang termasuk biaya bongkar muat Barang
dari dermaga pelabuhan asal sampai dengan dermaga
pelabuhan tujuan dengan penghasilan uang

tambang Barang pada suatu trayek tertentu yang



